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SALINAN 

NOMOR 36/2016 
 

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR 36 TAHUN 2016 

TENTANG  

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  

SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MALANG, 

 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 5 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,             

Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3502); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah            

Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3354); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3591); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3718);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang 

Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
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10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7  Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 

3. Walikota adalah Walikota Malang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Malang. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 

7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas azas kekeluargaan. 

8. Usaha Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit 

usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai 

bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. 

9. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah 

koperasi yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. 

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan 
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bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 

maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan 

pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Besar. 

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 

pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 

pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. 

 
BAB  II 

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
 

Pasal  2 

 
(1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha 

mikro. 

(2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

 
Pasal  3 

 

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pelaksanaan 

urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro; 
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b. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan 

dalam Daerah; 

c. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit 

simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah; 

d. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam 

koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah; 

e. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah 

keanggotaan dalam Daerah; 

f. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya 

dalam Daerah; 

g. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, 

kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan 

koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan 

h. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala 

usaha menjadi usaha kecil. 

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai tugas: 

a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang koperasi dan 

usaha mikro berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan arahan 

operasional Dinas; 

c. mengarahkan Bawahan sesuai bidang tugasnya sebagai pedoman 

pelaksanaan program; 

d. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya 

dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau 

instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di 

bidang koperasi dan usaha mikro;  

g. memeriksa dan mengawasi koperasi yang wilayah keanggotaan 

dalam Daerah; 
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h. memeriksa dan mengawasi koperasi simpan pinjam/unit simpan 

pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah; 

i. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit 

simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah; 

j. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi 

yang wilayah keanggotaan dalam Daerah; 

k. melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang 

keanggotaannya dalam Daerah; 

l.     melaksanakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui 

pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan 

kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; 

m. mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala 

usaha menjadi usaha kecil; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. melaksanakan pembinaan kepada Bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana 

kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya 

target kinerja yang telah diperjanjikan; 

q. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional di 

bidang administrasi koperasi dan usaha mikro dengan cara 

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai 

bahan penyusunan laporan; 

r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai 

kewenangannya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
BAB  III 

SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal  4 

 
(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 



7 
 

c. Bidang Pengembangan Koperasi, terdiri dari: 

1. Seksi Organisasi, Tata Laksana, dan Peningkatan Kualitas 

Sumber Daya Manusia;  

2. Seksi Pembiayaan dan Restrukturisasi Usaha Koperasi; dan 

3. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Peran Serta 

Masyarakat; 

d. Bidang Pengawasan Koperasi, terdiri dari: 

1. Seksi Pemeriksaan; 

2. Seksi Kepatuhan; dan 

3. Seksi Penilaian Kesehatan; 

e. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari: 

1. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha; 

2. Seksi Perlindungan Usaha; dan 

3. Seksi Pemasaran; 

f. UPT; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 

 

BAB  IV 

SEKRETARIAT 

 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 

 
Pasal  5 

 
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan 

tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. 
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Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

 
Pasal  6 

 

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengelola administrasi umum meliputi 

penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan 

kepustakaan serta kearsipan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro; 

b. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di 

lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, 

dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, 

kerjasama, dan hubungan masyarakat; dan 

e. pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro. 

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mampunyai tugas: 

a. menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; 

c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendapatkan masukan, 

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka 

penyusunan rencana program dan kegiatan; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendapatkan masukan, 

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

e. mengatur pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan 
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dokumentasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

dalam pemberian dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan; 

f. mengatur penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, 

dan hubungan masyarakat sesuai kewenangan Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro guna kelancaran tugas; 

g. mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai kewenangan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar terlaksana sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian 

program dan kegiatan kesekretariatan; 

j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal  7 
 

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan serta penyiapan bahan administrasi keuangan 

dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan 

Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan 

rencana program kegiatan dan anggaran; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan 

bahan pelaksanaan anggaran; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan 

bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; 
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e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan 

laporan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan administrasi keuangan 

dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan; 

g. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian; 

h. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 

guna pencapaian kinerja jabatannya; 

i.     memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 

jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

j.     mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai 

target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

l.     melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas jabatannya. 

 

Pasal  8 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan 

bahan pelaksanaan urusan  administrasi  umum meliputi: 

ketatausahaan, organisasi  dan  tata laksana, kerjasama, hubungan 

masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan 

dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan 

urusan  administrasi  umum meliputi ketatausahaan, organisasi  
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dan  tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah 

tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan 

bahan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan 

bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

e. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian; 

f. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 

guna pencapaian kinerja jabatannya; 

g. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 

jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai 

target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas jabatannya. 

 
BAB  V 

BIDANG PENGEMBANGAN KOPERASI 
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

 
Pasal  9 

 

(1) Bidang Pengembangan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
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Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

 
Pasal  10 

 

(1) Bidang Pengembangan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang 

pengembangan koperasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Pengembangan Koperasi menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan koperasi; 

b. pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengurus koperasi; 

c. pelaksanaan pengaturan, dan pencatatan badan hukum koperasi,  

d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi dan kelembagaan 

koperasi; 

e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan kelembagaan 

yang dihadapi koperasi; 

f. pelaksanaan pemeringkatan koperasi; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

pembinaan kelembagaan koperasi; 

h. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kader koperasi serta 

kewirausahaan. dan 

i. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar koperasi serta dengan 

badan usaha lain. 

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Koperasi 

mempunyai tugas: 

a. merencanakan program bidang pengembangan koperasi 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai 

bahan arahan operasional program dan kegiatan; 

c. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan 

koperasi; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di 

lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendapatkan 
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masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan 

dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan; 

e. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengurus 

koperasi; 

f. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka pelaksanaan pengaturan, dan pencatatan badan 

hukum koperasi; 

g. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi dan 

kelembagaan koperasi; 

h. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

kelembagaan yang dihadapi koperasi; 

i.   mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan koperasi; 

j.   mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait 

dalam rangka pembinaan kelembagaan koperasi; 

k. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kader 

koperasi serta kewirausahaan. 

l. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar koperasi 

serta dengan badan usaha lain; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai 

bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

n. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian 

program dan kegiatan Bidang Pengembangan Koperasi; 

o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal  11 
 

(1) Seksi Organisasi, Tata Laksana, dan Peningkatan Kualitas Sumber 

Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

organisasi, tata laksana dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Organisasi, Tata Laksana, dan Peningkatan Kualitas 

Sumber Daya Manusia mempunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Organisasi, tata 

laksana, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang organisasi, tata laksana, 

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan 

koperasi; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pembinaan dalam 

rangka konsultasi peraturan di bidang koperasi; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan administrasi badan 

hukum koperasi; 

f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan administrasi 

perubahan anggaran dasar koperasi; 

g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan administrasi 

pembubaran dan penggabungan koperasi baik yang sejenis 

maupun yang tidak sejenis; 

h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan 

bimbingan bagi masyarakat di bidang perkoperasian; 

i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi 
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dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan organisasi, dan 

tata laksana koperasi; 

j. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan 

pembinaan tata kerja perkoperasian bagi kader koperasi; 

k. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi; 

l. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 

guna pencapaian kinerja jabatannya; 

m. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 

jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai 

target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas jabatannya. 

 

Pasal  12 
 

(1) Seksi Pembiayaan dan Restrukturisasi Usaha Koperasi mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan pembiayaan dan restrukturisasi 

koperasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pembiayaan dan Restrukturisasi Usaha Koperasi 

mempunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pembiayaan dan 

Restrukturisasi Usaha Koperasi sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan 

restrukturisasi usaha koperasi; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam pelaksanakan pembinaan dan 
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pengawasan di bidang pembiayaan dan restrukturisasi usaha 

koperasi; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam pelaksanakan fasilitasi penyelesaian 

permasalahan terkait pembiayaan yang dihadapi koperasi; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam pelaksanakan koordinasi dengan instansi 

terkait di bidang pembinaan pembiayaan dan restrukturisasi 

usaha koperasi; 

f.  memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam pelaksanakan pembinaan dan bimbingan 

usaha Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam; 

g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam penyiapan dan penyusunan bahan 

peningkatan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi; 

h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam pelaksanaan fasilitasi penyelesaian 

permasalahan terkait pembiayaan yang dihadapi koperasi; 

i. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi; 

j. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 

guna pencapaian kinerja jabatannya; 

k. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 

jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai 

target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas jabatannya. 

 

Pasal  13 
 

(1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Peran serta Masyarakat 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

pengembangan kewirausahaan dan peran serta masyarakat. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Peran serta 

Masyarakat mampunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan 

Kewirausahaan dan Peran serta Masyarakat sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kewirausahaan dan 

peran serta masyarakat; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka perancangan akses pasar produk 

koperasi melalui pameran dalam dan luar negeri; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyusunan dan perancangan 

bahan pembinaan dan bimbingan teknis memfasilitasi kemitraan 

antar koperasi dan badan usaha lainnya; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan dan penyusunan bahan 

peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal 

maupun nasional; 

f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka merencanakan program revitalisasi 

pasar rakyat dan usaha yang dikelola koperasi; 

g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka mendistribusikan tugas kepada 

Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna 

kelancaran pelaksanaan tugas seksi; 

h. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 

guna pencapaian kinerja jabatannya; 

i. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 

jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai 

target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
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l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas jabatannya. 

 
BAB  VI 

BIDANG PENGAWASAN KOPERASI 
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

 
Pasal  14 

 

(1) Bidang Pengawasan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 
 

Pasal  15 

 
(1) Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang 

pengawasan koperasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Pengawasan Koperasi menyelenggarakan  fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan koperasi; 

b. penyiapan bahan koordinasi pemeriksaan dan pengawasan 

koperasi; 

c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan atas 

kepatuhan koperasi; 

d. pemeriksaan dan pengawasan koperasi; 

e. pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan koperasi; 

f. pelaksanaan penilaian kesehatan USP dan KSP; dan 

g. penyediaan data kesehatan USP dan KSP. 

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai 

tugas: 
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a. merencanakan program bidang pengawasan koperasi berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai 

bahan arahan operasional program dan kegiatan; 

c. membagi tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan 

koperasi; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di 

lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendapatkan 

masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan 

dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan; 

e. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugasnya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pemeriksaan 

dan pengawasan koperasi; 

f. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugasnya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pembinaan 

dan pengawasan atas kepatuhan koperasi; 

g. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugasnya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan 

penilaian kesehatan USP dan KSP; 

h. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugasnya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi penyediaan 

data kesehatan USP dan KSP; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai 

bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

j. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian 

program dan kegiatan Bidang Pengawasan Koperasi; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal  16 
 

(1) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

dalam rangka pemeriksaan koperasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pemeriksaan mampunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pemeriksaan sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan koperasi; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan Pemeriksaan dan 

pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pemeriksaan dan 

pengawasan kelembagaan, Usaha Simpan Pinjam, Penilaian 

kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan 

penerapan sanksi koperasi 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan proses analisa 

data dan jumlah USP/KSP; 

f.  memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perancangan dan 

perencanaan bimbingan teknis akuntansi usaha simpan pinjam; 

g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perencanaan dan 

penyusunan bahan verifikasi kebijakan operasional di bidang 

fasilitasi dan simpan pinjam; 

h. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi; 

i. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 

guna pencapaian kinerja jabatannya; 

j. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 

jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai 

target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 
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l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas jabatannya. 

 

Pasal  17 
 

(1) Seksi Kepatuhan  mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepatuhan koperasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Kepatuhan mempunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Kepatuhan sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan di bidang kepatuhan atas penerapan 

peraturan hukum; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan di bidang kepatuhan usaha; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan di bidang kepatuhan keuangan; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan di bidang kepatuhan transaksi; 

f. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi; 

g. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 

guna pencapaian kinerja jabatannya; 

h. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 

jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai 

target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
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k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas jabatannya. 

 
Pasal  18 

 

(1) Seksi Penilaian Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan dalam rangka pelayanan penilaian kesehatan koperasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Penilaian Kesehatan mempunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Penilaian Kesehatan 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber 

data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis penilaian kesehatan koperasi; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi upaya 

penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui 

penilaian kesehatan koperasi; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan 

data kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan verifikasi data 

penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan 

Pinjam; 

f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan 

bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan 

Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam; 

g. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi; 

h. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 

guna pencapaian kinerja jabatannya; 

i. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 

jabatannya sebagai bahan evaluasi; 
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j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai 

target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas jabatannya. 

 
BAB  VII 

BIDANG USAHA MIKRO 

 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 

 
Pasal  19 

 

(1) Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

 

Pasal  20 
 

(1) Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang 

pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha dan 

pemasaran. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan penguatan 

usaha, perlindungan usaha dan pemasaran; 

b. perumusan kebijakan teknis pengembangan dan penguatan usaha, 

perlindungan usaha dan pemasaran; 

c. penyiapan bahan koordinasi pengembangan usaha mikro dengan 

orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; 

d. penyiapan bahan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan 

usaha mikro; 
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e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro; dan 

f. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan skala usaha. 

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas: 

a. merencanakan program bidang pengembangan dan penguatan 

usaha, perlindungan usaha dan pemasaran berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai 

bahan arahan operasional program dan kegiatan; 

c. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai 

bahan penyerasian dan harmonisasi kependudukan dengan 

lembaga pemerintah dan non pemerintah; 

d. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan 

penguatan usaha, perlindungan usaha dan pemasaran; 

e. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di 

lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendapatkan 

masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan 

dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan; 

f. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pengembangan usaha 

mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha 

kecil; 

g. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugasnya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi 

pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro; 

h. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan 

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan 

usaha mikro; 
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i. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan skala 

usaha; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai 

bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

k. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan 

sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan 

bidang usaha mikro; 

l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal  21 

 
(1) Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka 

pengembangan usaha mikro. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha mampunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan dan 

Penguatan Usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan penguatan 

usaha; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan 

bahan guna pelaksanaan pengembangan dan penguatan usaha; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan 

bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan penguatan 

usaha; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan 
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bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan 

penguatan usaha; 

f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan 

penguatan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha 

menjadi usaha kecil; 

g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengembangan jaringan dan  kerjasama; 

h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengumpulan 

dan pengolahan data dalam rangka pengembangan jaringan dan 

kerjasama;  

i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan fasilitasi kerjasama 

antara usaha mikro dengan stakeholder; 

j. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan kerjasama usaha mikro dengan 

stakeholder; 

k. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi; 

l. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 

guna pencapaian kinerja jabatannya; 

m. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 

jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai 

target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas jabatannya. 
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Pasal  22 
 

(1) Seksi Perlindungan Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan 

dan penyusunan bahan dalam rangka pelaksanaan perlindungan 

usaha. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Perlindungan Usaha mampunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Usaha 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber 

data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan usaha; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pengembangan 

pemberdayaan dan  perlindungan usaha mikro; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan 

fasilitasi standarisasi Sertifikasi Usaha Mikro; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan perlindungan legalitas 

usaha mikro; 

f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pemetaan kondisi dan 

peluang usaha mikro; 

g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pendampingan usaha 

mikro; 

h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan 

penguatan usaha mikro; 

i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pengembangan 

investasi usaha; 

j. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi; 

k. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 

guna pencapaian kinerja jabatannya; 
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l. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 

jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai 

target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas jabatannya. 

 
Pasal  23 

 

(1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan 

penyusunan bahan dalam rangka pemasaran usaha mikro. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pemasaran mampunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pemasaran sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan jaringan 

informasi, kerjasama pemasaran, dan wirausaha; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengembangan jaringan informasi, kerjasama pemasaran, dan 

wirausaha; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengumpulan 

dan pengolahan data dalam rangka pengembangan jaringan 

informasi, kerjasama pemasaran, dan wirausaha; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pemetaan potensi 

pasar di dalam dan luar negeri;  

f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang 

promosi di dalam dan luar negeri; 
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g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi 

dan pelaporan di bidang promosi; 

h. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi; 

i. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 

guna pencapaian kinerja jabatannya; 

j. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 

jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai 

target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas jabatannya. 

 

BAB  IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal  24 

 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

Pasal  25 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), 

dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara 

pejabat fungsional yang secara teknis operasional berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Atasan Unit Kerja masing-masing dan 

secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. 
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BAB  V 

TATA KERJA 
 

Pasal  26 
 

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala 

Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas 

dan menyelenggarakan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, 

integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perangkat Daerah 

maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 

serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan 

tugas  masing-masing. 

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala 

Seksi masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, 

mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

Pelaksana/Bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala 

Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 

kepada Atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala 

tepat pada waktunya. 

 
Pasal  27 

 

(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris 

Daerah menunjuk Sekretaris untuk melaksanakan tugas sebagai 

Kepala Dinas. 

(2) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan 

melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah 

menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Badan 

untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas. 

(3) Apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas 

dapat menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu. 

(4) Apabila Kepala Bidang berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala 

Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi pada Bidangnya yang dinilai 

mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk 

melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang. 
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Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
TABRANI, SH, M.Hum. 
Pembina 

NIP. 19650302 199003 1 019 

 

(5) Apabila Kepala Subbagian berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala 

Dinas dapat menunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu 

atas usul Sekretaris untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala 

Subbagian. 

(6) Apabila Kepala Seksi berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala 

Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu atas 

usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas 

sebagai Kepala Seksi. 

 
BAB  VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  28 

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang 

Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal  29 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang. 

Ditetapkan di  Malang 

pada tanggal 14   -  12    -  2016 

WALIKOTA MALANG, 
 

                            ttd. 
 

MOCH. ANTON 

Diundangkan di Malang 

pada tanggal 14     -      12    -   2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

 
   ttd. 

 
                    IDRUS 
 

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 36 
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Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
TABRANI, SH, M.Hum. 

Pembina 
NIP. 19650302 199003 1 019 

 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA MALANG 
NOMOR :       36         TAHUN  2016 
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN 
USAHA MIKRO. 

 
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WALIKOTA MALANG, 

ttd. 

MOCH. ANTON 

KELOMPOK               
JABATAN FUNGSIONAL 

     

     

     

 

SUBBAGIAN                 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

BIDANG 
PENGEMBANGAN KOPERASI                                          

SEKSI  
PENGEMBANGAN DAN 

PENGUATAN USAHA 

 

 

SEKSI 
 PERLINDUNGAN USAHA 

                                         

 
SEKSI  

PEMASARAN 

                      

 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN                         
UMUM DAN KEPEGAWAIAN     

BIDANG                         

PENGAWASAN KOPERASI 

 

UPT 

 

SEKSI 
ORGANISASI, TATA LAKSANA, 
DAN PENINGKATAN KUALITAS 

SDM 

SEKSI 
PEMBIAYAAN DAN 

RESTRUKTURISASI USAHA 
KOPERASI 

SEKSI  
PENGEMBANGAN 

KEWIRAUSAHAAN DAN PERAN 
SERTA MASYARAKAT           

SEKSI  
PEMERIKSAAN 

SEKSI  
KEPATUHAN 

 

SEKSI 
PENILAIAN KESEHATAN          

BIDANG                          
USAHA MIKRO 

KEPALA DINAS 
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